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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah
menetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2011-2030 dengan Peraturan Gubemur
Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana
Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)Tahun 2011-2030, yang
dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2036;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
maka terjadi penyempitarr/pengurangan wilayah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan terjadi peralihan wewenang
antara pemerintah daerah khususnya terkait bidang
Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan perubahan
lampiran Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 19
Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
(RKTP)Tahun 2011-2030 dengan Peraturan Gubemur;
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2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4412);;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4452);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010
tentang system Perencanaan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 460);

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011
tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)tahun
2011-2030;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun
2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur
2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 Nomor 1);
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIATDAERAH PROVoKALTIM

KEPALABIRO HUKUM,

-H.S~
PEMBINAUTAMAMUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2018 NOMOR 55.

DR. Hj. MEILIANA

ttd

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal20 Desember 2018

H. ISRAN NOOR

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal20 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

ttd

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Pasal II

Mengubah Lampiran Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2011-2030 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Gubernur ini.

Pasal I
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